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REFLEKSI

KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN TERBENTUKNY A
KOMISI OMBUDSMAN

Ofeh

Sonny Baksono

Realisas) Terhentuknva Komisi Ombudsmen Nasional  merupakan realizasi davi Konsep Negara Mk
Petncasilo, vong mara kersep ind merpeakan refleksi dari konsep Rechisstaat,

PENDAHULUAN

Sampai kini upaya mengimplementasi
kan konsep.Megara Hukum Pancasila pada
level empiriknya terasa belum memuaskan.

Berbagzai diskursus entang supremasi hukum
dan reformas: hukum kerapkali muncul ke
permukaan, apalagi jika dikorespondensikan
dengan kelemahan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum,
Khususnya pembentukan Komisi
Ombudsman di Indonesia yang  bertujuan
uniuk menampung dan meneruskan keluhan-
keluhan warga masyarakat dalam rangka

menegakkan  HAM, Demokrasi dan
memberantas KKN,
Kiranya  tidaklah  mengherankan

apabila para pakar hukum akan menengok
kembali ke arah konsep negara Hukum dan
konsep-konsep lainnya batk yang bersifat
normatif  maupun  sosiologis  guna
memberikan justifikasi tentang keberadaan
Komisi Ombudsman,

Bagaimanakah sebenarnya refleksi
konsep MNepara Hukum Pancasila dengan

Reflekxi Konsep Negarg Hukum Poncasila

terbentuknya komisi Ombusdman? Masalah
iulah yang akan kami sampaikan dalam
paparan ini

Konsep Megara hukum  memang
beragam dan dapat dipahami dari berbagai
sudut pandangan
Para pakar yang mendeskripsikan konsep
Negara Hukum selalu tenkat pada snuasi
ruang, wakiu dan  fenomena-tenomena dan
permasalahan yang diamatinya

Ruang berkorespondens:  dengan  tempan
masyarakat, negara, atan  belaban by
tertentu. Sedangkan wakiu berkaitan dengan
zaman, masa atau tabun ketika suatu konsep

diudentifikasi,  diinteriorisasi,  diekspres:,
diaktualiasi, dikrtisi,  dunodifikas:.  dan
dikembangkan  Fenomena ialah  gejala

keadaan, penistiwa, atau  kejadian  vany
menggupah  perhatian  dan  menimbulkan
nspirasi  terbentuknya konsep,  dimana
perkembangan  konsep tentang  Mewara
Hukum  cenderung  dinamis  mengikuts
suazana  lempat, waktu, dan fenomena
normatif maupun empirik.
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Dinamika, perubahan dan
perkembangan  suatu  konsep  adalah
bersesuaian  dengan  karakteristk  ilmu

pengetahuan yvang bersifat obyektif, rasional
dan terbuka sebagai produk pemikiran
MAnusia

Semakin cerdas manusia disuatu tempat dan
masa, atau semakin kompleks gejala yang
diamati, akan semakin baik pula konsep yang

dikedepankan oleh para penemu  dan
pengembangannya
Demikian  pula dengan konsep

“negara hukum” dimana para pakar hukum
telah menggelutinya dengan beragam cara
baik  melalui  proses  deduktifikasi,
nduktifikasi maupun kombinasi timbal balik
antar keduanya.

Melalui  penjernihan istilah,  penelusuran
historis, latar  alamiah  {empink), serta
perbandingan  antar konsep vang pada

akhirnya akan menghasilkan pembantahan,
pencrimaan, kesimpulan, ataupun perumusan
konsep baru vang dinilai lebih mengandung
kebenaran wniversal
Saal i sudah ada beberapa konsep
negara hukum yang dikedepankan, antara lain
Rechtsstaal. Role of Law, Socialist Legality,
dan Megara Hukum Pancasila.

Masing-masing  konsep  negara  hukum
tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan,
dimana setiap negara yang memproklamirkan
dirinya sebagai negara hukum dapat saja
secara sadar atau tdak menenma, menolak,
memadifikasi, dan mengakomodasi unsur-
unsur  fundamemal  yang lerkandungnya
dalam penerapannya. Denukian pula di

Hefleksi Kansep Nepara Hulam Pancasila

171

lingkungan dumia akademis adalah wajar
untuk melakukan kajian teoritisnya guna

memperjelas, MENEOTEan sasi, dan
memprediksi kebaikan maupun
keburukannya.
PEMAHAMAN KONSEF NEGARA
HUKUM

Philipus M. Hadjon telah

menjernihkan pemahaman istilah “MNegara
Hukum”, kosep “Rechisstaat”, “Rule of
Law"”, serta "MNegara Hukum Pancasila”

Konsep  Rechtsstaat  lahir  dan
perjlEangan menentang absolutisme
kekuasaan sehingga bersifat  revolusion
Istilah imi popular di Eropa Kontinental
Sejak abada XIX, konsep ini bertumpu pada
sistem “civil law"” atau “Modern Roman
Law” Karakteristik yvang ditunjukkan dalam
konsep ini adalah administrasi, vang dilatw

belakang  oleh  adanva  pendelegasiin
kekuasaan raja  kepada  pejabat-pejabat
administrasi  dalam  menjalankan  ogas

pemerintahan maupun peradilan admmsiras
Konep Rechisstaat im mengalami pergeseran
dari Liberare Democratic Rechistaal kepada
Sociale Democratic Rechisstaan Pergeseran
ini akan tampak bila daman dan cio-cm
utamanya. Adapun ciri-ciri utama  hiberasl

Democratic  Rechsstaat  adalah  schaga
berikut:
a. Adanya konstitusi atau UUD  yang

emngatur hubungzan penguasa dan rakyal.

b. Adanya pembagian kekuasaan
lewislatif, eksekutif dan vudikatf

alas
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¢ Pemerintghan berdasarkan atas Undang-
Undang (wetmatig bestuur),

d. Perlindungan terhadap
kebebasan rakyat individualistik.

Di samping iu ada cin-ciri lain adalah

sebagal berikut

a. Konsep kebebasan dan
bersifat yundis formal

b, Hak-hak asasi manusia bersifat klasik.

¢ Kekuasaan negara yang primer adalah
legitimasi kekuasaan politik.

hak-hak

persamaan

d. Wet merupakan ratio scripta.

e Kepentingan umum adalah kepentingan
negara atau kepentingan borjuis.

Konsep ini dipengaruhi  oleh  pemilikan

kenegaraan John Locke, Montesquine dan

Immanuel Kart, sedangkan sifar

demokratisnya dipengaruhi oleh permikiran

1.} Rousscau tentang kontrak sosial.

Sedabgkan  konsep Democratic
Rechsstaat, dengan cin-ciri utama  sebagai
berku
a  Adanya konstitusi atau Undang-Undang
Dasar yang mengatur hubungan penguasa
denuan rakyat,

b Adanya pembagian kekuasaan  atas
legistatif, eksekutif dan yudikatif.

¢ Pemennatah berdasarkan atas Undang-
Undang {wetmasig bestuur)

d  Perlindungan terhadap hak-hak
kebebasan rakyat bersifat individuahstik
dan zosial.

Cin-cimi lamnnya adalah -

a Konsep kebebasan dan
bersifat rill dalam masyarakat.

b. Hak-hak asasi manusia bersifat klasik
{alamiah) dan hak-hak sosial.

¢ Kekuasasn negara yang primer adalah
legitimasi  kekuasaan  ekonomn dan
pohtik,

d. Wet merupakan sarana  yundis  untuk
mewujudkan kebijaksanaan (beleid)

e. Kepentingan umum adalah kepentingan
seluruh rakyat (demokratis)

Sociale Democratic Rechisstaut lebih
lanjut melakukan konsep Welvaaksstaal atau
negara hukum kesejahteraan atau dengan kata
lain  Verzozgingsstaat atay negara  hukum
kemakmuran

Pada wurman benkut i, akan
dikemukakan konsep Rule of Law Konsep
int terkenal di negara-neeara Anclo Saxon
sejak tahun 1885, latar belakane liboroa
konsep i secara evolusioner yvany bertumpu
pada Common Law, sistem, sifat vane
menonjol dart konsep 1 adalab yuducial
vailu adanya pendelegasian  kebuasaan
mengadili  kepada hukum-hukum badan-
badan peradilan dan hakim harus memutus
perkara berdasarkan kebiasaan umum. Lehih
menonjolkan  peradilan  umum  daripada
peradilana dministrasi. Adapun unsur-unsur
Rule of Law adalah sebagai berikut :

a. The Rule od Law mendahulukan hukum
dan  ketertiban  dalam  masyarakat
{demokrasi) daripada anarki,

peErsamaan

Hefleksi Konsep Negara Hukwn Pancasila
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The "Rule of Law, mengharuskan
pemerintahan berdasarkan atas hukum.

¢. The Rule of Lawa mengharuskan adanya
peraturan hukum substantif dan hukum
acara termasuk “presetusi of innocence”.
Indonesia  sebapal negara yang
mendasarkan kehidupan kenegaraannya pada
hukum dasarnya, yakni Pancasila, rumusan-
rumusan kdnsep negara hukum Pancasila
adalah sebagai berikut
a Hubungan antara pemerintah dan rakyat
berdasarkan atas azas kerukunan yang
terpencar dari paham gotong royong
kekeluargaan dan hukum adat.
Hubungan fungsional terjalin
proporsional antara kekuasaan-kekuasaan
negara yang berbasis pada paham gotong
Foyong
¢ Penyelesman senpketa melalui
musyawarall dan peradilan, mempakan
sarana terakhir
d  Keseimbangan antara hal dan kewajiban
MR TN LATE '_II'I:I.II'..HiI.i]:l
Kalau disimak dari  unsur-unsus
konsep  Megara  Hukum  Pancasila i,
Pancasila sebagar cita moral, juga sebagai
cita hukum yang merupakan sumber dan
sepala sumber termib hukum di Indonesia.
Lalirnya konsep ini, memang sejak masih
dalam perencanaannya jelas-jelas menentang
segala  bentuk  kesewenangan  dan
absolutisme

Reflekst Konsep Negara Hukum Poncosila
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Tabel 1
- Indikator-Indikator Kensep Rechtsstaat
Indikator Substans -
1. | Istilals Populer di Eropa Kostmentl
Fechisstaar | sejak abad XK
2, | Kelahimn Lahir dari PETjuAn s
MENCHiAng abosolulizme
kekuazaan  sehingia  borsifa
revolusioner.
3. | Tumgean Beriwmpu pada sistem ~Civil
Law™ atiu “"Modernn Roman
Law™
4. | Karaktensti | Administeatil, karcia
k dilatarbelakangs oleh adama
pendelegasin kekuasum rags
keprada peeisibsi-pejatel
adminisines dilaun
inenjalikin Ligas
pemeriadzn LS
peradilan sdnunisianl
5| Perpeseran | Adia pergescran konssp
bomssp dari “Liberale  Domscrlic
Rechisstaat” kepeda ~Socule
Dependic Boeclisstul™
tr. | Librare Dipengarelic oleh penakicn

Demsscratic
Huclissiin

kencgarasn Jolin Locke,
Mosiesaguien dan Tomginale
LT sedamgkan silin
demokrats dipengaruln eleh
penukism 1 Faomzscn
tenting ko sesal
Cim-cant Uanma
i Adonva konstius agan
Unfinp-Uredonge Dinsnr

vang anecaL e
TP PEIEREISAR
dengin rakval,

b,  Adanya pembiizian

kekmnsaan plas legisland

chsckail, di vodikiaf
¢ Pemerimalem

berdasarkan

HIEE
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{wetmatig bestaur).

d. Perlindungan  terhadap
hak-lmk kebebasan
rakyal individualistik

Cin-cin Lanazya

a. Konsep kebebassn dan
PETSAMEAAN beersifad
yuridis formal.

b. Hak-hak aszsi mamnsea
bersifat klasilk,

c. Eekussaan negam vang
primer adalah legitinsi

kekuasaon politk.

d. Wel micrupakan o
SCripla.

¢ Kepentingan R
sdalah kepentingan

ncgars atan kepentingan
borjuis.

1. | Socmle
Democritic
Rechisste

| verargmpsstal”

Didorong oleh krisis ckonon
setelah Pering Dunin kedua,
maka  mclahitkan  konscep
“Welvaanssten” an Nepara
Hiskuin Kesepilitenimn,
aum
Megarn Hukum kengibanisn
Cine-cin Lhaians
a Adapna koasstruse ala
Undang-Undang  Duisir
ViEng mengalur
lrubungzan dengan
pengiEnss domen rakyin.

b Aduna poinbagian
kckuasuan atas legislani,
ehsckutil dan vodikatul

¢, Pemerindahan
berdasarkan
Undimg-Undimg
{weimatig bestunr),

illiks

d  Perlidungan  terdsdip
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hak-liak kebehasan
rakyal bersifal
individualistik dien
gogidl,

Ciri-ciri Lainmya

A Konsep kebebasan dan
persaimaan  bersafa il
dalam magyarakar,

k. Hak-hak asasi manisia
bersifal klasik (alnmial)
dan Diak-Teak sosial,

¢ Eekumsaan negam vange
primer adalaly legatinmes
kckuasswm chononm dan
palitik

d  Wol mempakan sinaw

viridis ik
TN T
kobijaksanamn {belosd b,

e Kepentngan T
wdidah kepentingan
selurdy rakyval |

1 qdemokrnais), i

Tahel 2

Indikator-Indikator Konsep Rule of Law
r T g =
| milikatir S lasdaisini |
1____ —— - b
(L [lsukih Rule| Popuder v ncgar Anglo
ol Liw Savon sepak tadum [EES
kelahiran Lahir secara evelusioner
TuinpaiEmn Bertunipa i sislem
Common Law i
4, |Karakierisik | Karakicnsnk vudicial. sefiuna
pendelegasmin Eekuasizim
mengiedili kepads hakim-

administnes

bakim badin penddilan  don
hakim  hames  menustoskan
perkara berdasarkcan kebisaan
wmuam,  kebile menongolkan
persdibin. amam daripd
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terjalin proporsionsl antara
keknasaan-kekusmsn
nepera yvang - berbasis
padapaliam gofong royong.

3. Penyelesaian sengheta
melalui musvawarph, dan
peradilian micrupakian
sqiniink fenekhir

4, Kescimbangan st huk
dinn kewajiban negara

(NSRRI,

5 | Unsur Rube | 1. The rule of law
of Law memdahulnkan hokom dan
ketertiban dalam
mazyarakal  (demokrasi)

daripada anarki;

2. The mule of  law

) mengharnskan
pemerinialian  berdasarkan
atas ks,

3. The e of  law
mengharskan adanya
permuran hukum substantif
dan Iukum acara fermasuk
“presumplion of
innocence’

Tabel 3

Indikator-Indikator Konsep Negara
Hukum Pancasila

Snhstansi

I, Istkaly

|

Sesuai penjelisan ULID 19435,
Indonesin  adatil neear
berdasarkan  aws koo

{reclusstant ).

L Il;ﬁ.mamr
|

P2 kelaluman

Sepak percicanaun berdiri
Jelusegelos  menemang  sepak
bentuk  keseweiangan  dan
atrsohalsme,

[} !TI1III|:IJ?|II

Pancasila schagasi cita moral,
cita Iukum, dan sumber dan
sepala sumber ferib hikum di
Indonesia.

4| Karklens
k

1. Hubungan anian
pemenniah  dan kv
berdasarkan  atas asas
kerukunan vang lerpence
dan paham gotong rovong.
kekeluargann  dan hokun
wdad

2 Hubungan fungsional

Mengenai konsep socialist legality
boleh dikatakan sudah kehilangan pengarul
setelah bubarnya negara-negara berideolog
komunis di Eropa Timur {(Um  Sowviet,
Yugoslavia)  menuju  bangunan  negara
demokratis liberalistik (rechsstaat

Mencermati berbagai variasi konsep
negara hukum vang dikemukakan oleh para
pakar di atas, dan koherensinya dengan
pembentukan hukum, penegakan hukum. dan
Komisi Ombudsman di Indonesia  masih
memperlihatkan adanya perbedaan-perbedaan
maupun  pertentangan-pertentangan  vang
cukup mendalam antara lain sebagai berikut
a. Konsep Rechsstaat dan Rule of Law

kerapkali dipertentangkan dengan konsep
Nepara Hukum Pancasila, terutama
menyangkut jaminan dan perlindungan
terhadap HAM, demokrasi, serta sistem

penegakan hukumnya Seringkali
dinyatakan  bahwa Negara Hukum
Pancasila tidak mengenal HAM dan

demokrasi gava liberalisme. Salah satu
indikasinya terlihat babwa pengaturan
tentang HAM ke dalam undang-undang
amal ditentang oleh rezim Orde Baru

I T e i o e L P e e e - e e e e e a1
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termasuk upaya melakukan perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang politik dan ekonomi,

Setelah ' berakhirnya  era rezim
pemerintahan Orde Baru dan kim di
bawah Pemerintah Presiden Gus Dur
semua  kekuatan organisasi sosial dan
politik tampak sudah tidak sabar lagi
melakukan perombakan dan penggantian
produk-produk hukum berbau Orde Baru,
KEN, dan Otoriter. Amandemen pertama
terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang
menyangkut kekuasaan Presiden sudah
dilakukan dan akan disusul dengan
amandemen-amandemen berikutnya
antara lain | Undang-Undang tentang
HAM, panai politik, Pemilu, Otonomi
Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, dan
sebagainya sudah terbentuk dan masih
hanvak lagi Rancangan Undang-Undang
dan  peraturan  pelaksanaannya  yang
sedang dipersiapkan untuk mengeantikan
peraturan perundang-undangzan lama yang
dinilar sudah ketingualan zaman  atau
tidak  berkesesuaian  dengan  kondisi
pemerintahan dan tuntutan masyarakat
masa kini.

Timbul pertanyaan, apakah perubahan-
perubahan yang terkesan radikal dan
hberahistis o sudah  berkesesuman
dengan konsep Megara Hukum Pancasila
sebagmimana diketengahkan oleh para
pakar di atas? Ataukah kita sedang
mengebiri konsep  Megara  Hukum
Pancasila ke arah penerapan Konsep
Rechsstaat dan Rule of Law? Pertanyaan
ini cukup sulit untuk dijawab  secara

Reflckst Konsep Negara Hulaen Pancasila
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memuaskan, namun yang sudah past,
terdapai fenomena-fenomena konkret ke
arah 1tu. Sebagai contoh dibentuknya
lembaga Komisi Ombudsman  dimana
sejauh im hanya dikenal di negara-negara
vang menganut Rechsstaat dan Rule of
Law.

Ada dua tipe “Ombudsman” yang
dikembangkan oleh negara-negara Eropa
Kontinental dan  Anglo Saxon  serta
negara-negara lam yang mengikutinya
Pertama adalah penganut Ombudsman
Legislatif yang dibentuk dan  diumuk
keanggotaannya oleh Badan  Lesislatl
untuk masa bakti 4-6 tabun, antara lan
berlaku di negara-negara Swedia, Inzgrs,
Finlandia, Denmark, Belanda, Morwesa,
Selandia  Bamu,  adalah  pengzanu
Ombudsman Lemgislatf, (Philipus M H .
1993).

Penpanut Ombudsman Ehsekunf
dipelopon oleh Amenka Senkat donana
Ombudsman  Eksekund” dapat  dibentub
oleh Gubernur, Walikota, babkan oleb
Rektor  Universnas  yang  berfunues
sehagar  fasilitator  terhadap  keluhan-
keluhan  warga  masyarakal  karena
lavanan birokrasi pemerimahan  vang
tidak memuaskan dan menjadi auen pusil
untuk mengontrol pelaksanazn yang tidak
memuaskan dan menjadi agen  pusat
untuk  mengontrol  pelaksanaan  kena
birokrasi bawahan, Komisi Ombudsmin
Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah

tentunya dapat diklasihkasikan schaga

tipe Ombudsman Eksekutif.

SONNY HARN NG
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e. Oleh karena Komisi Ombudsman
Indonesia  dibentuk  oleh  pihak
Pemerintah (Presiden), maka jelas secara
langsung  mavpun  tidak  langsung
pengaruh Sistem Hukum Amerika ataun
konsep Rule of Law telah memasuki pola
pengaturan dan penegakan hukum di
dalam Negara Hukum Indonesia yang
menganut Megara Hukum Pancasila,
walaupun sebenarnya baik secara histons

maupun normatif konsep Rechsstaat
sebenarnya lebih mengedepan.
PENUTUP
Sebagai  kesimpulan, menurut

pendapat kami sudah terjadi pergeseran-
pergeseran penting pada tataran empirikal
pembentukan dan penegakan  hukum di
Indonesia, lerutama dalam upava
mengakomodasi tuntutan warga masyarakat
vang cendenung liberalistik.

Pada gilirannya  perubahan-perubahan
emperikal  tersebut  akan  berpengaruh
terhadap  kemungkinan  melakukan  refleksi
ulang  ataw  rekonsepsionalisasi Negara
Hukum  Pancasila dimana tidak  lagi
mendewa-dewakan  paham  Nasionalisme
dengan pendekatan Security  Approach,
melainkan bagaimana merefleksikan konsep
Mewara Hukum Pancasila ity agar mampu

mengakomodasikan  tuntutan HAM  dan
Demokratisasi  secara universal melalw
pendekatan Kesejahteraan

Selain  itu,  terbuka  peluang

membentuk Komisi Ombudsman baru  di
lingkungan legislatif dan yudikatif, bahkan

Hefleksi Konsep Negara Hukum Pancasila
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Pemenntah Daerah pun yang berdasarkan LU
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemernntahan
Daerah Jo UL No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah memiliki kewenangan
sangat otonom, dengan sendinnya dapal
membentuk  Komisi  Ombudsman  Daerah
untuk menampung keluhan-keluhan rakyal di
Dacrah  atas penvimpangan-penyimpangan
Hukum, HAM, dan Demokrasi  serla
mendorong  terlaksananya penyelengzaraan
Pemerintah Daerah secara nyata, lvas dan
mandiri.
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